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Pihak yang Hadir:
A. Pemohon Permohonan Nomor 64/PUU-XXIV/2026:

1. Desimeni Larosa
2. ChristinaW. Zega
3. Ariyanto Zalukhu

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 64/PUU-XXIV/2026:

Priskila Octaviani

Herdika Praja Dwi Utama
Maytri Gestart Ignatius
Rachma Ananda Sulaiman

hwn=

C. DPR:

1. Rum Irbah Tsabita
2. Hariyanto

D. Pemerintah:

1. Nugraha (Kementerian ATR/BPN)
2. Sigit Santosa (Kementerian ATR/BPN)
3. Fathimah Al-Zahro (Kementerian ATR/BPN)
4. Henri Wiradly Hutahaean (Kementerian ATR/BPN)
5. Fanji Ferdiansyah (Kementerian ATR/BPN)
6. Siti Noor Rochmah (Kementerian ATR/BPN)
7. Reynold Abigel Manurung (Kementerian ATR/BPN)
8. Rahadhi Aji (Kementerian Hukum)
9. Tiopan Benny Sitorus (Kementerian Hukum)
10.Marina Dyah Puspitasari (Kementerian Hukum)
11.M. Niko Kurniawan (Kementerian Hukum)
12.M. Fuad Muin (Kementerian Hukum)

*Tanda baca dalamrisalah:

[sic!']: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan
kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren
(pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh
pembicara yang lain.




SIDANG DIBUKA PUKUL 13.29 WIB
KETUA: SUHARTOYO [00:00]

Kita mulai persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 64
Tahun 2026 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUKPALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk
kita semua. Diperkenalkan, Pemohon, silakan.

KUASA HUKUM PEMOHON: PRISKILA OCTAVIANI [01:00]

Baik, Yang Mulia, izin memperkenalkan diri. Saya Priskila selaku
Kuasa dan di sebelah kiri saya ada Herdika dan di sebelah kanan saya
ada Pemohon, yaitu Des ... Desimeni dan Ibu Christina.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: SUHARTOYO [01:15]
Baik. Untuk Kuasa DPR, silakan.
DPR: RUM IRBAH TSABITA [01:16]

Izin, Yang Mulia. Dari Badan Keahlian, hadir Rum Irbah Tsabita
dan Bapak Haryanto. Terima kasih.

KETUA: SUHARTOYO [01:26]
Dari Presiden.
PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:28]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat
siang. Dari Pemerintah yang hadir mewakili dari Kementerian ATR/BPN,
Bapak Nugraha (Kepala Biro Hukum), Bapak Dr. Sigit Santosa (Kepala
Subdit Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang). Kemudian dari
Kementerian Hukum, hadir Rahadhi Aji (Kasubdit Penyiapan
Penyelesaian Sengketa Bidang Politik, Keamanan, Perekonomian) dan
rekan saya, Muh. Fuad Muin, terus Tiopan Benny Sitorus, dan Marina
Dyah Puspitasari.

Terima kasih, Yang Mulia.



7. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Baik. Agenda persidangan siang hari ini seharusnya untuk
mendengar keterangan dari Presiden dan DPR. Tapi dari dua pemberi
keterangan minta penundaan, karena keterangannya belum siap. Betul,
ya, dari Presiden maupun DPR?

Baik. Oleh karena itu, kami dari Majelis Hakim memberikan
kesempatan untuk sidang berikutnya di hari Selasa, 19 Mei 2026, pukul
13.30. Agendanya mendengar keterangan DPR dan Presiden. Begitu,
Pemohon ... Para Pemohon.

Baik. Terima kasih untuk penundaan sidang siang hari ini. Sidang
selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.31 WIB

Jakarta, 7 Mei 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terd apat keraguan
silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah).
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